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A. Latar Belakang

Instansi Pemerintah adalah salah satu bentuk organisasi non profit
yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
umum yang berupa peningkatan keamanan, peningkatan mutu pendidikan
atau peningkatan mutu kesehatan dan lain-lain. Jika dibandingkan dengan
organisasi lain, pemerintah termasuk organisasi yang memiliki karakteristik
lebih terkesan sebagai lembaga politik daripada lembaga ekonomi. Akan
tetapi, pemerintah juga memiliki aspek sebagai lembaga ekonomi yang
ditunjukkan dengan melakukan berbagai bentuk pengeluaran untuk
membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di satu sisi, dan di sisi lain
harus melakukan berbagai upaya untuk memperoleh penghasilan untuk
menutupi seluruh biaya tersebut. Dalam melaksanakan aktivitas ekonominya,
pemerintah  membutuhkan jasa akuntansi untuk pengawasan dan
menghasilkan informasi keuangan yang berguna dalam pengambilan
keputusan ekonomi.

Pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan mendasar terhadap
sistem penyelenggaraan yang ada. Menurut Mardiasmo (2000:109) dalam
Kamaroellah (2017) salah satu perubahan mendasar yang dimaksud yaitu
penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab terhadap

daerah. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 menyebutkan bahwa



otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam
pelaksanaan otonomi daerah terdapat empat elemen penting yang diserahkan
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yaitu desentralisasi politik,
derajat desentralisasi, desentralisasi administrasi, dan desentralisasi ekonomi.
Dari ke-empat elemen tersebut, derajat desentralisasi merupakan komponen
utama dari desentralisasi pelaksanaan otonomi daerah dan menjadi penanda
dimulainya babak baru untuk membangun daerah serta masyarakatnya dalam
mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan dan
kemajuan daerah.

Saat melaksanakan otonomi daerah, akan terjadi pelimpahan
wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah
daerah diberikan wewenang untuk menyelenggarakan tugas daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal yang didanai atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) menjadi cerminan pemerintah daerah dalam mengelola
keuangan untuk pembiayaan kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta
pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang
dimiliki oleh masing-masing daerah. Keuangan daerah mempunyai arti yang
sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan kegiatan
pembangunan oleh pelayanan kemasyarakatan di daerah. Oleh karena itu,

keuangan daerah diupayakan dapat berjalan secara optimal. Suatu daerah



dikatakan mampu dalam melaksanakan otonomi daerah terlihat pada
kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah
daerahnya dengan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat yang
semakin rendah dan diharapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat
menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan
pemerintah daerah.

Dalam sistem pengelolaan keuangan pada era otonomi daerah akan
terkait dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD). Oleh karena itu, diperlukan suatu pengukuran Kinerja keuangan
pemerintah daerah sebagai standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan
mandiri, efektif, efisien, dan akuntabel. Pengukuran kinerja sangat penting
untuk menilai akuntabilitas organisasi dan kepala satuan kerja dalam
menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan hanya
sekedar kemampuan menunjukan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan
tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah
dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Pengukuran kinerja
keuangan daerah berupa rasio keuangan yang terdiri dari rasio kemandirian
keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio ketergantungan, rasio
keserasian dan rasio pertumbuhan yang terbentuk dengan sistem laporan
pertanggungjawaban daerah berupa APBD. Salah satu alat untuk
menganalisis kinerja keuangan daerah yaitu dengan melakukan analisis rasio
keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penilaian

atas kinerja keuangan pemerintah daerah diharapkan akan memberi manfaat



untuk memonitor perkembangan keadaan keuangan yang ada di pemerintah
daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, pada Pasal 1 ayat 1 daerah yang
ditetapkan menjadi Provinsi Jawa Tengah adalah Semarang, Pati, Pekalongan,
Banyumas, Kedu, dan Surakarta, lalu pada Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Kota Semarang.
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 menjelaskan bahwa penetapan hari
jadi Provinsi Jawa Tengah pada dasarnya adalah pengakuan terhadap awal
mula, kelangsungan perkembangan dan perubahan ketatanegaraan, serta
penghargaan bagi para Pemimpin Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam
Hukum Tata Negara Republik Indonesia.

Penetapan hari jadi Provinsi Jawa Tengah dapat menjadi sarana dalam
tumbuhkembang dan memperkuat rasa kecintaan serta keterikatan batin
rakyat, lembaga politik, sosial, keagamaan, budaya, keuangan dan
perekonomian, ketatanegaraan dan pemerintahan di wilayah Provinsi Jawa
Tengah terhadap keberadaan Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah otonom
dan sebagai wilayah administratif. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

merupakan salah satu provinsi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang

tinggi.
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Sumber: Diolah oleh penulis

Pada tahun 2018-2019 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah terus
meningkat. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2019 sebesar
5,41%, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nasional yaitu
sebesar 5,02%. Pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang melanda
hampir seluruh negara dan hal tersebut berdampak pada perekonomian negara
maupun daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga terkena dampak
pandemi COVID-19 yaitu perekonomian jawa tengah mengalami kontraksi
sebesar -2,65%. Seiring dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan kebijakan belanja daerah yaitu
dengan refocussing anggaran yang diarahkan untuk penanganan dampak
pandemi COVID-19 di sektor kesehatan, jaring pengaman sosial maupun
jaring pengaman ekonomi.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka
penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Rasio
Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran

2018-2020".



B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka rumusan

masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1.

Bagaimana rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah tahun anggaran 2018-2020?

Bagaimana rasio efektivitas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun
anggaran 2018-2020?

Bagaimana rasio efisiensi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun
anggaran 2018-2020?

Bagaimana rasio ketergantungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun
anggaran 2018-2020?

Bagaimana rasio keserasian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun
anggaran 2018-2020?

Bagaimana rasio pertumbuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun
anggaran 2018-2020?

Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun

anggaran 2018-2020?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.

Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disampaikan di atas,
maka tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:
a. Menilai rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah tahun anggaran 2018-2020.



b. Menilai rasio efektivitas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun
anggaran 2018-2020.

c. Menilai rasio efisiensi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun
anggaran 2018-2020.

d. Menilai rasio ketergantungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
tahun anggaran 2018-2020.

e. Menilai rasio keserasian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun
anggaran 2018-2020.

f.  Menilai rasio pertumbuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun
anggaran 2018-2020.

g. Menilai kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun

anggaran 2018-2020

Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah
sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan
masalah secara ilmiah dalam menilai Kinerja Keuangan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2018-2020 dengan rasio
keuangan daerah.

b. Bagi Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi

atau sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah



menganalisis Kinerja Keuangan guna meningkatkan efisiensi dan
efektivitas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam

menyusun tugas akhir dalam bidang yang sama.



